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Surat Penelitiam

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

KECAMATAN PANAKKUKANG
JI. Batua Raya 168, Telp 456054 Makassar
Kode Wilayah : 73.71.09

Makassar, 18 Desember 2023

Kepada
Nomor 1 070/76/KPNK/XI11/2023 Yt:. Lurah Se-Kecamatan Panakkukang
Lampiran
Perihal : lzin Penelitian
Di-
Tempat

Menunjuk surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/626/SK?/SB/DPMPTSP/11/2023, Tanggal 1

November 2023, perihal tersebut di atas maka bersama ini di sampaikan kepada saudara

bahwa :

Nama : BRYAN FREDRICH SMATUL

NIM / Jurusan : £051201045 / llmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa ( S1 )

Alamat : JI Perintis Kemerdekaan Km ,10 Makassar

Judul "PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI

KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR”

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi/Wilayah Bapak/lbu, sesuai
dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Desember s/d 31
Desember 2023.

Sehubungan dengan hal terscbut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan
memberikan surat rekomendasi izin Penelitian in/

Demikian disampa
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Website : http/simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
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Lampiran 3 = Walikota Makassar
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Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar r: 6947/UN4.8.1/PT.01.04/2023
tanggal 19 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasi eliti dibawabh ini:

Nama : BRYAN FREDRICH SAMATU
Nomor Pokok . E051201045

Program Studi : limu Pemerintahal

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)

Alamat : JI. P. Kemerdeka: m 10, Makassa

PROVINSI SULAWESI SELATAN
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" PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR "
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

5[]

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
% Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008
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1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
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SOP Pelayanan

SOP PELAYANAN LOKET

Pelaksana Mutu Baku
Kasie.
Pemerintaha
No- Kegiatan Staff Loket | Operator SIAK | n Kinerja e Waktu Output
== Kelengkapan
4 DY IO
5
6
7 | 1 |Penerimaan Formulir dan Tidak Berias Formulir Smenit | Berkas Formulir
8 pencatatan dalam buku Permohonan Permohonan
9 register
10
1
12
13
15
16
17
18 2 |Verifikasi data Berkas Formulir 5 menit hasil verifiasi
19 Sesuai ? - Permohonan
2 Ya
21
2 I
23 3 | Pendistribusian berkas Berkas yang telah 5 menit Hasil Foto, Scan
24 kepada pemohon (warga) di verifikasi dan Data
25 Perubahan KK
2%
Z
28 4 |Pemberian resi Hasil Foto, Scan 5 menit Koneksi
23 dan Data Pemohon Jaringan
<1}
31
32 8 Dokumen Terkait 5 menit Arsip Dokumen
33 Arsipkan Dokumen Terkait Terkait
34
35 ]
=
7 9|Menenma Laporan 5 menit
E o
n
40
41
)
HAL DEPAN (sample) flowchart +
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